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PERJAN.IAN KINERJA KEPALA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

Reformasi Perizinan

DEFiNISI:

Indeks tingkat kepuasan masyarakat terhadap pefayanan PTSP mengacu pada Peraturan Menteri PAN dan RE Momor 14 Tahun 2017 adalah
hasil pengukuran dari kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat berupa angka.

1. DPMPTSP sedang berupaya unluk meningkatkan kuzfitas pelayanan dengan cara melaksanakan penyelenggaraan PTSP secara daring penuh
melalui sistem jakevo.jakarta.go.id. Dalam petaksanaannya masih banyak yang perlu dibenahi menyesuaikan dinamika perubahan NSPK
sehingga secara langsung ieqjadi perubahan pola pelayanan dan pemenuhan administrasifteknis;

2. Pelaksanaan SKM dilzkukan secara daring melalui sistem jekevo.jakarta.go.id (kuesioner elektronik) sefelah pemohon memperoleh izinfaon izin
dan bersifat non mandatory (tidak wajib meagisi);

3. Secara teknis dalam melakukan pengisian SKM tidak dilakukan asistensi sehingga seringkali responden salah mendefiniskan skala atav
memazhami pertanyaan sehingga bemengaruh pada penilaian akhir;

4. Dengan skala likert {range 1-4) biasanya pemohon hanya mengisi angka 3 (baik) yang dikonversikan sebesar 75 yang secara psikelogls sudah
menggambarkan kepuasan pemohon terhadap layanan yang diberikan dan dianggap sudah cukup. Diperlukan usaha sangat keras atau biasanya
pemohon sudah beberapa kali mendapatkan layanan yang diberikan untuk pemohon mengisi angka 4 (sangat baik), Apabila responden mengisi
jawaban atas 9 isian perianyaan sesuai dengan Permenpan 14/2017 maka untuk mencapai 91 diasumsikan pemohon minimal mengisi angka 4
(100} sebanyak 6 pertanyaan dan mengisi angka 3 (75) sebanyak 3 pertanyaan, sehinggal skor akhir padz responden tersebut menjadi 91,6;

5. Mengingat beragamnya jenis izin dan tingkat pemahaman pemohon terhadap persyaratan dan pemenuhan admnistrasiteknis dan
penyelenggaraan PTSP melalui daring yang berpotensi tefjad! kendala teknis dari pemohon (jaringan pemohon lambat, upload berkas susah)
yang pada akhimya dianggap merupakan kelemahan sistem sehingga dikhawatickan akan mempengaruhi cbjektifitas dalam pengisian SKM; dan

6. Berdasarkan urafan diatas maka untuk mencapai farget (KM sebesar 91 (sangat baik) dirasa sangat berat untuk dicapai,

METODE PENGUKURAN: . ;

Survei Kepuasan Masyarakat adalsh kegiatan pengukuran secara komprehensif tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan
yang diberikan oleh penyelenggara pefayanan publik. Biro ORB sesuai tusi melaksanakan kegiatan perumusan dan penyusunan bahan kebijakan,
pembinaan, pemantauan dan evaluasi, bimbingan dan konsultasi dan penyajian dokumen IKM Provinsi DKI Jakarta untuk dilaporian ke
Kementerian PAN dan R8. IKM = Total Nilai SKPD yang melaksanakan SKMAJumlah SKPD yang melaksanakan SKM.

SUMBER DATA:
DPMPTSP

Nama : Benni Aguscandra
NIP : 196908081997031004
Jabatan : Kepala Dinas
Unit Kerja : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta
. . Triwulan
NO Sasaran NO Indikator Kinerja Sumber Data Pengukuran Kinerja I m T m N Tahunan Keterangan
SASARAN STRATEGIS
1 |Meningkatnya Kualitas (klm | 1 |Realisasi Nilai tnvestasi e-SAKIP DASAR HUKUM: 2568 51.36 83.46 1284 1284 Triliun
Penanaman Modal untuk Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.
Mendukung Pembangunan
Kota DEFINIST:
Realisasi nilai investasi adalah nilai penanaman modal baik Penranaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Datam Negeri (PMDN) di
Provingi DKI Jakarta datam satu tahun.
METODE PENGUKURAN:
Jum!ah nilai Penanaman Modal Asing (PMA) ditambzh Penanaman Modal Datam Negeri (PMDN) di Provinsi DKI Jakarta.
SUMBER DATA:
Badan Koordinasi Penanaman Modal (BXKPM)
2 Veraksaranya-Peningkatan—{—+—Indeks-Kepuasan-tayanan £-SAKIP BASAR-HUKUM: 89 90 ™ 91 a1 trideks
Kepuasan Layanan Terpadu Satu Pinte Peraturan Menteri PAN-RB RI Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.
Masyarakat Melalui




Pendidikan Untuk Semua
Disertai Edukasi
Pembelajaran Sepanjang
Hayat

rencana aksi KSD Peningkatan
kuzlitas pendidikan dan
kesehatan Sub KSD
Peningkatan akses dan
kuglitas pendidikan di semua
jenjang satuan pendidikan

akses dan kualitas pendidikan di semua jenjang satuan pendidikan

3 |Perbaikan Iklim Penanaman Score of Business Enabling e-SAKIP DEFINISI: NIA N/A NiA 71,69 71,69 Nitai
Modal yang Berdaya Saing Environment Score of Business Enzbling Environment adalah perhitungan mandiri tentang daya tarik investasi di DKI Jakarta dengan menggunakan beberapa
indikator dalam kerangka regulasi, penyediaan Jayanan publik dan kombinasi keduanya sehingga akan memberikan nilai tambah dalam konteks
data yang lebih luas dan analisis iklim penanaman modal.
Nilai EoDB:
a. 69,6 (2020)
b. 67,96 (2019)
c. 66,54 (2018)
d. 64,22 (2017)
e. 61,21 (2016)
f. 59,17 (2015}
Rata-rata peningkatan 3%
METODE PENGUKURAN:
Hasil survey kepada stakeholder terkalt, yang dihiteng dengan menggunakan beberapa indikator antara tain: kemudahan akses perizinan, lama
wakiu perizinan, kemudahan akses informasi investasi, kemudahan pempajakan, dukungan infrastrukiur,
Hasil diwujudkan dalam skala:
Kurang Menarik ; <51,0
Cukup Menarik : 51,1-61,0
Menarik : 61,1-80,0
Sangat Menarik : >80,1
SUMBER DATA:
Kementerian lavestasifDPMPTSP/World Bank
4 [Pengembangan Layanan Persentase lzin yang e-SAKIP DEFINISE: 100 100 100 100 100 %
Berbasis Digital dan Diterbitkan Secara Oaling Izin yang Diterbitkan Secara Orline adalah penerbitan izin yang menggunakan sistem perizinan dan nonperizinan
Aksesibilitas Perizinan
METQDE PENGUKURAN:
Jumlzh izin yang terbit secara online / jumlah seluruh izin yang terbit *100%
SUMBER DATA:
DPMPTSP
5 |Berkembangnya Kapasitas, Persentase penyelesafan e-MonevKSD  [Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional Sub KSD N/A 160 100 100 100 Persen
Profesionalitas, dan Iklim rencana aksi KSD Peningkatan Peningkatan Profesionalitas SDM Pemprov DKl Jakarta
Ketja Aparatur Tata Kelola Pemerintzhan
yang Profesional Sub KSD
Peningkatan Profesionalitas
SDM Pemprov DKI Jakarta
6 |Menguatnya Daya Saing Persentase penyelesaian e-Monev KSD  [Realisasi penyelesaian dibandingkan targel penyelesaian rencana aksi Akselerasi Perumbuhan Ekonomi Pasca Pandemi Sub KSD Pelaksanaan 100 100 100 100 100 Persen
Kota Melalui Inovasi dan rencana aksi KSD Akselerasi reform perizinan dan peningkatan investasi
Kelaborasi Perturnbuhizn Ekonomi Pasca
Pandemi Sub KSD
Pelaksanaan reform perizinan
dan peningkatan investasi
7 |Meningka'nya Kesempatan Persentase penyelesaian e-Monev KSD  |Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi Akselerasi Perfumbuban Ekonomi Pasea Pandemi Sub KSD N/A 100 100 100 100 Persen
Kerja dan Adaptibiltas rencana aksi KSD Akselerasi Pengembangan UMKM
Tenaga Kerja Pertumbuhan Ekonomi Pasca
Pandemi Sub KSD
Pengembangan UMKM
& |Msratanya Kesempatan Persentase penyelesaian e-Monev KSD  |Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi Peningkatan kualitas pendicikan dan kesehaten Sub KSD Peningkatan ‘NiA NIA 100 N/A 100 Persen




dan adaptif

9 |Terakselerasinyz Persentase penyelesaian e-Monev KSD  |Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi Peningkatan Tata Kelola Pemertintahan yang Profesional Sub KSD NfA 100 100 NIA 100 Persen
Transformasi Digita! dan rencana aksi KSD Peningkatan Transformasi Digital
Pengembangan Ekosistemn Tata Kelcla Pemerintahan
Kota Cerdas yang Profesiona! Sub KSD
Transformasi Digita!
10 [Terbangunnya Infrastrukiuc Persentase penyelesaian e-MonevKSD  |Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyefesaian rencana aksi Peningkatan kualitas infrastruktur dan layanan dasar perkotaan Sub KSD NIA 100 100 NiA 100 Persen
dan Layanan Dasar rencana akst KSD Peningkatan Penyediaan Layanan Sanitasi Berkelanjutan
Perkotaan Yang Berkualitas kualitas infrastnidur dan .
layanan dasar perkotaan Sub
KSD Penyediaan Layanan
Sanitasi Berkelanjutan
Persentase penyelesaian e-MonevKSD  |Realisasi penyelesatan dibandingkan targel penyelesaian rencana aksi Peningkatan kualitas infrastruktur dan layanan dasar perkotaan Sub KSD N/A 100 100 100 100 Persen
rencana aksi KSD Peningkatan Penyediaan Perumahan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman
kualitas infrastruktur dan
layanan dasar perkotaan Sub
KSD Penyediaan Perumahan
dan Peningkatan Kuatitas
Kawasan Pemmukiman
11 |Tercapainya Perbaikan Persentase penyelesaian e-MonevKSD  |Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi Peningkalan Tata Kelofa Pemerintahan yang Profesional Sub KSD 100 100 100 100 100 Persen
Manajemen dan Arsilektur rencana aksi KSD Peningkatan Perwujudan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)
Kinesja Pemerintzh Tata Kelola Pemesintahan
yang Profesional Sub KSD
Perwujudan Akuniabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah
(AKIP)
12 |Tercapainya Perbaikan Pola Persentase penyelesaian e-MonevKSD  [Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi Peningkatan kuzfitas infrastruktur dan layanan dasar perkotaan Sub KSD Nia N/A 100 100 100 Persen
Akfivitas dan Mobilitas rencana aksi KSO Peningkatan Penyedizan Jalan dan [nfrastuktur Pelengkapnya
Melalti Pengembangan kualitas infrastruktur dan
Kota Berorientasi Transit layanan dasar perkotaan Sub
KSD Penyediaan Jalan dan
Infrastuktur Pelengkapnya
SASARAN KHUSUS
13 |Terlaksananya Fuagsi Persentase pelzksanaan e-Kinerja Jumlah pelaksanaan pengawasen perizinan yang dilekuken bersama SKPD terkait / tofe! seluruh pelaksanaan pengawasan perizinan yang harus N/A 100 N/A 100 100 %
Koordinator Pengawasan pengawasan perizinan dilakukan bersama SKPD terkait * 100%
Perizinan
14 |Terlaksananya peningkatan Persentase pefaksanaan e-Kinerja Jumlah fasilitasi pelaksanaan penyelenggaraan Rapim Percepatan Investasi dan Penyelesaian Perizinan Berusaha Daerah yang dilaksanakan / NfA 100 NIA 100 100 %
Iklim Investasi dan penyelenggaraan Rapim total seluruh penyelenggaraan Rapim Percepatan mvestasi dan Penyelesaian Perizinan Berusaha Daerah yang harus dilaksanakan * 100%
Kemudahan Berusaha Percepatan Investasi dan
Penyelesaian Perizinan
Berusaha Daerah
15 {Terselesaikannya Informasi Persentase penyelesaian e-Kinerja Jumlgh penyelesaian Informasi rencana kota {IRK) tepat waktu (14 hari)/Total keseluruhan penrohonan Informasi rencana kota (IRK) * 100% NfA 0% 100% 100% 100% Persentase
Rencana Kota (IRK) taformasi Rencana Kota (IRK)
16 |Temelesaikannya lzin Persentase penyelesaian Izin e-Kinerja Jumlah penyelesaian lzin Prinsip Pemanfzatan Ruang (IFPR) tepat waktu {22 hani)/Total keseluruhan permohonan izin Prinsip Pemanfaatan N/A 100% 100% 100% 100% Persentase
Prinsip Pemanfzatan Ruang Prinsip Pemznfaatan Ruang Ruang (IPPR) * 100%
(IPPR) (IPFR)
17 |Terwujudnya Opini faperan Keuargan e-Kinera Pemyataan profesional badan pemeriksa keuangan Rl mengenai tingkat kewafaran informasi yang disafikan dalam faporan keuangan dzerah N/A (3) WIP NIA N/A (3) WTP Predikat
penyelenggaraan pemprov DKI Jakarta sesuai dengan standar akuntansi psmerintahan, keandalan sistem pengendalian intemnal, kepatuhan terhadap pervndangan
pemerintahan yang takiis dan kecukupan peagungkapan (konvessi nilai opini pemerksaan LK, WTP=3(100%), WDP=2(75%), TW=1(50%), TMP=0(25%))




18 |Meningkatnya Pemanfaatan | 1 [Persentase Pemanfaatan E- e-Kinerja Formula Pengukuran : 100% 100% 100% 100% 100% Persentase
E-Purchasing dalam Order Jumlah lransaksi di e-Order dibandingkan dengan realisasi anggaran kegiatan makan minum rapat, jamuan dan lapangan (dikecualikan untuk
Pengadaan Barang dan Jasa galon, kopi, teh, gula, dst.)
Sumber Data :
Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD)
18 |Terimplementasinya 1 |Persentase implementasi e-Kinerfa a) Persentase tersusunnya strategi komunikas: program unggulan atau program umum Perangkat Daerah. 100% 100% 100% 100% 100% Persentase
rencana strategis rencana strategi komunikasi b Persentase tersusunnya editorial plan sesvai strategi komunikasi.
komunikasi publik untuk publik program uaggulan atau ¢) Persentase tersusunnya materi mitigasi krisis dan bahan komunikasi pada saat krisis dalam kurun waktu <6 jam.
program-program uraum program umum sefta respon d) Persentase terpublikasikannya materi komunikasi melalui media intemal OPD atau media massa atau media sosial atau aktivasi luar ruang.
dan unggulan Perangkat perangkat daerah pada saat
Daerah krisis komunikasi program. Penghitungan:
a) Bobot 20%: PD menyusun materi strategi kemunikast program unggulan atau program umum per triwulan,
b) Bobot 20%: PD menyusun materi editorial plan sesuai strategi komunikasi per triwalan.
¢} Babot 30%: PO menyusun materi mitigast krisis per triwulan, dan bahan kamunikasi pada saat krisis (draft press release dan data pendukung)
datam kurun wakiu <6 jam.
d) Bobot 30%: PD mempublikasikan materi komunikasi {realisasi editosial plan, min. 15 materi per riwufan) melalui media intemal atau media
massa atau media sosial atay aktivasi luar ruang per triwulan,
20 |Terwujudnya tata kelola 1 |Predikat SAKIP Perangkat e-Kinerja NitalfPredikat diperoleh dan hasil evaluasi implementasi SAKIP Perangkat Daerah oeh Inspektorat {nilai; 82) N/A A NfA A A Predikat
pemerintahan yang Daerah Tahun 2023 (82) (82)
transparan ¢an akuntabel
Provinsi DKI Jakarta
21 |Meningkatnya Pengelolaan 1 |Persentase Arsip AXlif dalam e-Kinerja Definisi : Terselesaikanya Pembuatan Daftar Berkas dan Caftar Isi Berkas pada semua Unit Pengotah (UP) dan diserahkan ke Unit Kearsipan N/A 100% 100% 100% 100% Persentase
Arsip pada Perangkal Daftar Arsip Aktif {UK).
Daerah Pengolahan Arsip Dinamis Perangkat Daerah masuk dalam Sasaran Khusus Perangkat Daerah Eselon II.

Realisasi Target bervpa Laporan Daftar Berkas dan Daftar [si berkas dari Seluruh Esselon 111/Setara.

Unit Pengolah adatah satuan kerja pada pencipta arsip yang mempunyai tegas dan tanggungjawab mengolah semua arsip yang berkaitan dengan
kegiatan penciptaan arsip di lingkungannya.
Unit Pengotah : Biro/Bagian/Bidang/nspekiur Pembaniw/Suku Badan/Suky Dinas (Kecuali Seluruh UPT)

Unit Kearsipan adatah satuan kerja pada pencipta arsip yang mempunyat lugas dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan kearsipan.
Unit Kearsipan {UK) Tingkat | sehagai berikut : Inspeklur,Badan,Dinas, Satuan Polisi Pamong Praja,Walikota/Bupati, Sekretariat Dewan
Perwakilan Rakyat,Biro Umum

Dasar Hukum:

1. Permenpan-RB Nomar 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi.
2. Peraturan Kepala ANRI Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengawasan Kearsipan

3. Peraturan Gubemur Nomor 79 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Arsip Dinamis

Pengukuran;

Jum!zh Unit Pengolah (UP) yang menyarahkan laporan kepada Unit Kearsipan (UK} 1! di bagi jumlah unit Pengelola {UP) pada Organisasi
Perangkat Daerzh (QPD} di kali 100%

- Laporan PD (UK} dilaporkan ke masing-masing Asisten sesuai dengan urusanya dan ditembuskan ke Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Pravinsi DKI Jakarta.

- Laperan untuk lingkat Biro-Biro selaku UP menyerahkan ke Bire Umum sefaku UK, selanjuinya Biro Umum selaku UK melzporkan ke Asisten
Pemerintzhan ditembuskan ke Cinas Perpustakaan dan Kearsipan Praovinsi DKl Jakaita,
- Biro-Biro selaku UP melaporkan ke Asisten masing-masing sesuai urusan,

Wakiu Penilaian:

TWI NA

TW Il : Pembuatzn Daftar Berkas dan Daftar Isi Berkas Tahun 2021 periode Januari s.d, Juni,
TWIII : Pembuatan Daftar Berkas dan Daftar Isi Berkas Tahun 2021 periade Juli 5.d Desember.

TW IV : Pembuatan Daftar Berkas dan Daftar Isi Berkas Tahun 2022 Periode Janvari s.d Desember.




2

Terwujudkannya lata kelola
SDI yang baik mefalui
pementhan daftar data
daerah

Persentase progress
pengumpulan data sesua
daftar data dan batas wakiu
pengumpulan yang ditetapkan
dengan Keputusan Gubernur

g-Kinerja

Definisi :

Hasil pengumpulan data sesuai daftar data dan jadwal rilis yang telah disepakati dan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
Data dikumpulkan oleh Produsen data kepada Walidata sesuai dengan jadwal yang ditentukan.

Daftar data dan fadwal rilis berdasarkan Keputusan Gubernur tentang Daftar Data Daerah

Dasar Hukum :
Keputusan Gubernur Nomor 186 Tahun 2023 Tentang Daftar Data Provinsi Daerah Khusus [bukota Jakarta Tahun 2023

Formula Pengukuran :
[(Jumiah data terkumpul ke walidata) / {Jurlah data yang wajib terkumpu) sesuai batas waktu pengumputan pada TW tersebut)] x 100%

Batas waktu pengumpulan adalah tanggal 5 bulan berikutnya dari jadwal rilis

Sumber Data : Daftar Data Daerah (Portal Data)

100%

100%

100%

100%

100%

Persentase

23

Terkelolanya Keuangan
Daerah yang Sehat,
Transparan, dan Akuntabel

Persentase Inventarisasi BMD
berupa Gedung dan Bangunan
pada Pengguna Barang
danfatau Kuasa Pengguna
Barang Tahun 2023 di masing-
masing PDAUKPD

e-Kineria

Definisi :
Capaian Hasil thventarisasi Barang Milik Daerah pada PD/UKPD yang mempunyal BMD berupa Gedung dan Bangunan.

Kepala Perangkat Daerah mefaporkan Hasil Inventarisasi BMD pada PD dan UKPD yang berada dalam Organisasi Perangkat Daerah masing-
masing kepada Sekeetaris Dagrah mefatui Kepala BPAD sefaku Sekretaris Tim Pengendali.

BMD yang selesai diinventarisasi adafah :
1. BMD tidak ada berupa non fisik.

2. BMD tidak ada berupa fisik.

3. BMD ada, bagian dari aset induk.

4_BMDada-sudahmelengkapl data-daninformasi-menempelkanlabel dan-scan- QR Code

A

10%

55%

100%

100%

Presentase

Penghitungan:
1. Persiapan 10%
a. Bobot 5%: PD/UKPD menyusun SK Tim /Surat Tugas Tim InveMarisasi
b, Bobot 5%: PD/UKPD menyusun Jadwal Inventarisasi
2. Pelaksanaan 75%
a. Bobot 75%: PDAUKPD menyelesalkan Pelaksanaan [nventarisash
3. Pelaporan 15%
a. Bobot 5§%: PD/UKPD menyusun Laporan Hasil Inventarisasi (LHI)
b, Bobot 5%: PD/UKPD membuat Berita Acara Hasil Inventarisasi {8AHI)
¢. Bebot 5%: PD/UKPD membuat Surat Pemyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM)

24

Peningkatan penggunaan
produk dalam negeri

Persentase realisasi belanja
barang/fjasa bersertifikat TKON,
produk dalam negeri, danfatau
produk usaha mikro keci dan
koperasi dari hasil produksi
delam negeri

e-Kinerja

Definisi :

1. Produk Dalam Negeri adalah barang dan iasa termasuk rancang bangun dan perekayasaan yang diproduksi atau dikerjakan ¢leh pesusahaan
yang berinvestasi dan berproduksi di Indonesia ditunjukkan dengan pernyataan penyedia telah menggunakan produk dalam negeri (self declare)
2, Sertifikat TKDN adalah seriifikal yang dikeluarkan cleh Kementerian Perindustrian yang menjelaskan kandungan dalam negeri pada barang,
jasa dan gabungan barang dan jasa.

Formula Pengukuran : .
Jumlah realisast belanja barangfjasa dan belanja modal (kecuali tanah) bersertifiat TKDN dan/ateu produk dalam negeri, ciutamakan produk dari
usaha mikeo kecil dan koperasi dibandingkan dengan realisasi belanja (SPJ) barangfjasa dan belanja modal (kecusli tenah}.

Sumber Data :
1. Sistem Iaformasi Pemerintah Daerah (SIPD) PADN Kementerian Dalam Negeri
2. Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) DKI Jakarta - BPKD

Dasar Hukum :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan {ndustri

2. Inpres Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Preduk Dalam Neger dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecl, dan
Koperasi Dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia Pada Pelaksanaan Pengadaan Barangilasa Pemerintah

NIA

N/A

NIA

80%

80%

Presentase
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Terimplementasinya
Pengembangan Kompetensi
ASN Pemerinizh Provinsi
DKI Jakarta 20 Jam
Pelajaran pertahiun

Persentase Implementasi
Pengembangan Kompetensi
ASN Pemetintah Provinsi DKI
Jakarta 20 Jam Pelajaran
pertahun

e-Kinerja

DASAR HUKUM :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeni Sipil Pasal 203 Ayat (4) Pengembangan kompetensi bagi
setiap PNS sebagaimana dimaksud pada ayat {3) dilakukan paling sedikil 20 (dug putuh) jam pelajaran dalam 1 {satu) tahun.

DEFINISI:
Terselesaikanya Pemenuhan pengembangan kompetensi 20 JP pertahun untuk selurub PNS Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Simdiklat

BPSCM.Jakarta.go.id
Realisasi Target berupa Laporan Daftar PNS Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang mengikuti Pengembangan Kompetensi dari Sefuruh SKPD
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Formula Pengukuran :
((Jumiah data yang terkumpul ke walidata Simdiklat) / (Jumlah data yang wajib terkumpu! sesuai batas waklu pengumpulan pada Minggu pertama
tanggal 5 Bulan Desember Triwulan 4)] x 100%

Sumber Data : Simdiklat BPSDM

NIA

NIA

N/A

100%

100%

Persentase
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Meningkatnya Manajemen
Pengetakuan

Persentase penyelesaian
tahapan manajemen
pengetahuan

e-Kinerja

DASAR HUKUM :
1, Peraturan Gubemur Provinsi DKI Jakarta Nomor 164 Tahun 2017 {entang Manajemen Pengetahuan.

DEFINISI :
Terselesaikanya Penyelesaian Tahapan manajemen pengetahuan untuk seluruh SKPD Pemerintah Provingi DKI Jakarta melalui https:#fkm-

bpsdm.jakarta.go.id

NIA

NIA

50%

50%

100%

Persentase

METODE PENGUKURAN : .
Realisasi Target berupa 4 |aparan baik berbentuk video maupun tulisan {wajib terkumpul sesuai batas wakiu pengumpulan pada Minggu perlama
tanggal 5 Bulan September Triwulzn 3 dan Minggu pertama tanggal 5 Bulan November Triwulan 4).

SUMBER DATA :
https:ffkm-bpsdm jakarta.go.id
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Implementasi Pererapan
Manajemen Risiko

Persentase Implementasi
Penerapan Manajemen Risiko

e-Kinerja

Dasar Hukum:
1. Peraturan Gubemur Nomor 122 Tahun 2020 tentang Penerapan Manajemen Risiko pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
2. Keputusan Gubemur Nemor 153 Tahun 2021 tentang Struktur Manajemen Risiko ¢ Pemerintah Provinsi DK Jakarta

Definist Operasional:
Penerapan Manajemen Risiko diwujudkan melalui pembentukan strukdur Mangjemen Risiko, Unit Kepatuhan lntemal dan penyelenggaraan Proses
Manajemen Risiko melalui Sistem [nformasi Pengelolaan Risiko dan Penanganan (Si-Perisai).

1. Struktur Manajemen Risiko tingkat Perangkat Daerah dibentuk dafam suatu Keputusan Kepala Perangkat Daerah tentang Unit Pemilik Risiko
(UPR) yang terdiri dari:

a) Pemilk Risiko;

b} Koordinater Risiko; dan

¢} Manajer Risiko.

2. Unit Kepatuhan Iaternal dilaksanakan oleh salah satu unit kerja di bawah Pemilik Risiko/Kepala Perangkat Bacrah (Level Eselon 3/Koordinatar)
yang ditetapkan dalam suatu Keputusan Kepala Perangkat Daerah

3. Proses Manajemen Risiio dilakukan terhadap sasaran strategis yang terdapal dalam Rencana Stralegis dan Rencana Kerja Perangkat Daerah
yang ditakukan metalui 5 (lima) tahapan:

a) Komunikasi dan konsultasi;

b) Penetapan konleks;

¢) Penllaian Risiko {ldentifikasi Risiko, Analisis Risiko dan Evaluasi Risiko);

d) Penanganan Risiko; dan

¢) Pemantauan.
Masing-masing Tahapan dituangkan dalam bentuk Dckumen Formuiir Penetapan konteks Manajemen Risiko, Formulir profil dan

NIA

40%

80%

100%

100%

Persentase




peta Risiko, dan Fermulir penanganan Risiko,

Formula Pengukuran :
[(Jemlah dokemen yang terverifikasi oleh Inspektorat) / (Seluruh dokumen yang wajib terkumpul sesvai batas waktu pengumpulan pada Triwulan
4)] x 100%

Qutput Sasaran :

1. Dokumen Keputusan Kepala Perangkat Daerah terkait Pembentukan Unit Pemifik Risiko (UPR);
2. Dekumen Keputusan Kepala Perangkat Daerah terkait Penetapan Unit Kepatuhan Intemal;

3. Dokumen Formulir Penetapan konteks Manajemen Risiko;

4. Dokumen Formulir profil dan peta Risiko;

5. Dokumen Formulir penanganan Risike.

Metede Pengukuran :
Terszjinya dokumen-dokumen Implementasi Penerapan Manajemen Risiko yang telah diverifikasi oleh Inspektorat :
Triveulan Il
1. Dokumen Keputusan Kepala Perangkat Daerah terkait Pembentukan Unit Pemilkk Risiko {UPR);
2. Dokumen Keputusan Kepala Perangkat Daerah terkait Penetapan Unit Kepatuhan Intemal
Triwulan [l :
1. Dokumen Formutir Penetapan konteks Manajemen Risika;
2. Dokumen Fommulir profil dan peta Risiko
Triwulzn {V:
1. Dokumen Formulir penanganan Risiko

Sumber Data; Hast Verifikasi Inspekiozat
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Tercapainya Target Kinerja
Anggaran atas Aspek
Implementasi

Presentase Nilai Kinerja
Anggaran atas aspek
Implementasi

e-Kinerja

Dasar Hukum :

Peraturan Daerah Nomer 7 Tahun 2022 tenteng Pengelofaan Keuangan Daerah

Pasal 195 : "Pemerintah Provinsi DKI Jakarta wajib menyediakan informasi Keuangan Daerah dan diumumkan kepada masyarakat digntaranya
digunakan untuk membantu Gubernur dalam melakukan evaluasi Kinerja Keuangan Daerah.”

Definist Operasional :

Kinerja Anggaran yang dihitung atas aspek implementasi.

1. Kinerja Anggaran adalah capaian Kinerja atas penggunaan anggaran yang tertuang dalam Dokumen Pefaksanaan Anggaran.

2. Evaluasi Kinerja Anggaran atas Aspek Implementasi adalah Evaluasi Kinerja Anggaran yang dilakukan untuk menghasilkan informasi Kinerja
mengenai penggunaan anggaran dalam rangka pelzksanaan kegiaten/Subkegialan dan pencapaian keluarannya yang divkur datam 1 (satu)
Tahun Anggaran.

Kinerja Anggaran yang dihitung &tas aspek implementasi dilakukan dengan mengukur variabe! sebagai berikut :
1. Pengukuran Capaian Keluaran kegiatan/subkegiatan:
- diukur dengan membandingkan antara realisasi indikator Kelearan (Qutput) Kegiatan dengan target indikator Keluaran (Cutput} Kegiatan.
Sumber Data : e- SAKIP .

2. Penyerapan Anggaran:
- diukur dengan membandingkan antara realisasi anggaran dengan pagu anggaran.
Sumber Data : Proyeksi APBD/ proyeksiaphd jakarta.go.id

3. Efisienst keluaran kegiatan/subkegiatan:
- dilzkukan dengan membandingkan selisih antara pengeluaran seharusaya dengan pengeluaran sebenamya.
- Pengeluaran seharusnya merupakan jumlah anggaran yang direncanakan unluk menghasilkan capaian Keluaran (Quiput)

Program atau capatan Keluaran {Output) Kegiatan.
- Pengeluaran sebenarnya merupakan jumlah anggaran yang terealisasi untuk menghasilkan capatan Keluaran (Output) Program atau
capaian Keluaran (Qutput) Kegiatan.
Sumber Data :
a. data capatan Keluaran (Qutput) Kegiatan/Subkegiatan sumber data e-sakip;
b. pagu anggaran data sumber data proyeksi APBD; dan

c. realisasi anggaran sumber data proyeksi APBD.,

NA

N/A

NiA

71%

%

Persen




4. Konsistensi Penyerapan Anggaran terhadap Perencanaan:

- dilakukan dengan memperhitungkan deviasi antara realisasi anggaran dengan rencana penarikan dana setiap bulan.

Sumber Data : proyeksi APBD

Bobot masing-masing variabel Aspek Implementasi sebagai berikut:
Bp=87%

BK = 18,2%

Bekk = 43,5%

BE = 28,6%

Bp : Bobot penyerapan anggaran

BK : Babol konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan
Bekk : Bobot capaian keluaran

BE : Bobot efisiensi

Pembobotan Nilai Kinerja atas Aspek Implementasi yang dihasilkan :

<60 = Rendah
> 60 s.d 70 = cukup
> 70 s.d 90 = Baik
>90s.d 100 = Sangat Baik
SASARAN OPERASIONAL
29 |Terselesaikannya Tindak Persentase capaian e-Kinerja {Jumlah Realisasi TL Arahan Gubernur (rapim, e-office, arahan melalui media elektronik, dan bentuk arahan lainnya) / Jumlah TL Arahan 100% 100% 100% 100% 100% Persentase
Lanjut Arahan Gubernur penyelesaian Tindak Lanjut Gubernur) x 100%
Arahan Gubernur
30 |Meningkatnya penyelesaian Persentase capaian CRM Jumiah Realisasi TL Aduan Masyarakat dibagi Jumlah TL Aduan Masyarakat di kali 100% 100% 100% 100% 100% 100% Persen
pengaduan masyarakal penyelesaian pengaduan
masyarakat
31 |Terselesaikannya tindak Persentase progress e-Kinerja (Jumlah rekomendasi LHP BPK RI Tahun 2005 dan seterusnya yang telah diselesaikan oleh Perangkal Daerah dan UKPD dibawah koordinasinya 25% 25% 25% 25% 100% Persentase
lanjut rekomendasi temuan penyelesaian tindak lanjut / jumlah seluruh rekomendasi LHP BPK Rl yang diterima tahun 2005 dan seterusnya) x 100% (Verifikasi oleh Inspeklorat)
hasil pemeriksaan eksternal rekomendasi temuan hasil
(BPK) pemeriksaan ekstemal (BPK)
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